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BUPATI BALANGAN,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu untuk
melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan yang berkenaan dengan Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Balangan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42695);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Kabupaten Balangan Nomor 03
tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 03). sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

i.
2.
3.
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Daerah adalah Kabupaten Balangan.
Bupati adalah Bupati Balangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Balangan dengan persetujuan
bersama Bupati.

Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Balangan.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan
yang selanjutnya disebut Dinas.

Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disebut
RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik
Pemerintah Kabupaten Balangan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang Kkhusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
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untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwagjibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan wusaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgasnisasi sosial politik,
atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk
badan lainya.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kepada masyarakat yang
meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi
medik Konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian
fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau
Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan beserta jaringannya.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin
tertentu yang diberikan oleh rumah sakit umum.

Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan
observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah
sakit.

Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya
dalam menempati tempat tidur di ruang rawat inap rumah sakit.

Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap
pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan
dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.

Konsul dokter adalah suatu upaya pelayanan pasien dalam rangka
pengobatan, diagnose, pemeriksaan penunjang lainya yang
dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedis terhadap
penanganan pasien yang dikonsultasikan kepada dokter biasa
melalui telepon atau secara tertulis yang sifatnya segera atau
berencana.

Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada pengguna jasa yang datang kerumah sakit untuk
keperluan konsultasi gizi untuk membantu dalam pengobatan.

Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan spesimen yang
dilaksanakan oleh unit laboratoriun klinik untuk menegakkan



